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Abstract 

The aim of this research is to determine the influence of the Village Head Leadership variable on 
the accountability of village fund management. This type of research is survey research with a 

quantitative descriptive approach. The sample for this research was 186 respondents, determined 

using a non-probability sampling method. The technique used is purposive sampling technique.  

Data were analyzed using multiple linear regression analysis.  The analysis shows that partially 

the leadership variables of the village head and the supervisory function of the Village 
Consultative Body (BPD) have a significant effect on the accountability of village fund 

management. Then, simultaneously the leadership variables of the village head and the 

supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) have a significant effect on the 

accountability of village fund management. To increase accountability in managing village funds, 

village governments need to update and report village finances via digital media, increase the 

capacity of state officials in managing village funds, increase compliance with existing 
operational standards and regulations, and village heads need to supervise the community. Apart 

from that, future researchers should add other independent variables that are effective in 

measuring the accountability of village fund management.  

Keywords: Village Head Leadership, BPD Oversight Function, Accountability, Village Funds 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Desa 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei 

dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 186 responden yang 

ditentukan dengan menggunakan metode non probability sampling. Teknik yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling.  Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda.  Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan kepala desa 
dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, secara simultan variabel kepemimpinan kepala 

desa dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa, pemerintah desa perlu memperbarui dan melaporkan keuangan desa melalui media 
digital, meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengelola dana desa, meningkatkan 

kepatuhan terhadap standar operasional dan peraturan yang ada, dan kepala desa perlu 

melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan variabel independen lain yang efektif dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan 

dana desa.  

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Desa, Fungsi Pengawasan BPD, Akuntabilitas, Dana Desa 
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1. Pendahuluan  

Pemerintah pusat menerapkan dan mengawasi hukum birokrasi pemerintahan desa untuk 

memastikan tata kelola pemerintahan desa yang efektif (Safrida & Priyanti, 2023). Desa 

adalah komunitas hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan UU Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Pusat RI, 2014).  

Dana desa diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan 

anggaran bagi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa 

berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke desa 

melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk 

membiayai penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

masyarakat, dan hal-hal lainnya (Mahyudin et al., 2022). Sejak 2018, pemerintah 

mengalokasikan dana desa yang signifikan jumlahnya setiap tahun untuk diberikan 

kepada desa (Khan et al., 2023). Besarnya akumulasi dana yang diberikan kepada desa, 

maka pemerintah telah membuat peraturan untuk memastikan bahwa dana tersebut 

dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa mengaturnya. Perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah langkah pertama dalam 

mengelola dana desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Semua 

proses pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan 

akuntabel. Salah satu pilar tata kelola dana desa adalah akuntabilitas (Safrida & Priyanti 

2023). Pemerintah desa harus bertanggung jawab, menunjukkan, dan mengungkapkan 

semua tindakan mereka kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang 

baik menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pembagian dana desa dapat 

berdampak bagi pemberdayaan masyarakat (Zahro et al., 2023). 

Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, 

komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat 

penting untuk pengelolaan dana desa yang efektif (Ayem & Fitriyaningsih 2022). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang otoritas untuk mengelola dana desa 

(Riyatna & Gayatri Gayatri 2021). Salah satu hambatan dalam pengelolaan dana desa 

adalah kurangnya sumber daya perangkat desa dan tingkat partisipasi masyarakat yang 

rendah. Oleh karena itu, sebagai pengelola keuangan desa, seorang kepala desa memiliki 

peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan 

pembangunan desa dapat diukur dari beberapa faktor, seperti kapasitas perangkat desa, 

partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala desa (Han & Perry, 2020). Sebagai 

pengelola keuangan desa, seorang kepala desa memiliki peran sangat penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya fokus membahas pada 
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kepemimpinan kepala desa, Fungsi BPD serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Penelitian terdahulu telah dilakukan terkait ketiga aspek ini. 

Kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi 

masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa dengan optimal dan 

berkelanjutan (Rahmat & Hermana 2018). Temuan Fatolosa Hulu & Rahim (2022) 

menunjukkan kepemimpinan, kompetensi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pratama & Islamuddin (2024) 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja aparatur, sedangkan Jahira et al. (2023) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (Jahira et al. 

2023). Demikian juga Nandyasa Vania Sarinastiti and Bhilawa (2023) menyatakan bahwa 

kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa (2023) 

menyatakan kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang telah dijelaskan ini 

menyatakan bahwa variabel kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap 

kinerja aparatur/pegawai dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. Studi ini bertentangan dengan temuan penelitian-penelitian dari Mahayani 

(2017), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ayem & Fitriyaningsih (2022) menunjukkan bahwa 

kompetensi perangkat desa dan sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi kepemimpinan kepala desa; 

partisipasi masyrakat dan komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh. 

Semua elemen harus terlibat dalam pembangunan desa, terutama masyarakat 

sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah 

dan kemungkinan. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa partisipasi masyarakat, 

terutama dalam pengawasan (Zahro et al., 2023). Diharapkan partisipasi masyarakat akan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa (Azhari et al., 2021). 

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi, 

dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap evaluasi, memberikan saran dan 

kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan 

bersama. Penelitian yang dilaksanakan ini, fokus ke pengawasan yang dilakukan melalui 

fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Pemerintah desa mempunyai kewenangan pada penyelenggaraan pemerintah untuk 

melakukan pengawasan supaya sesuai kebutuhan masyarakat. Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi dana desa agar tidak 

disalahgunakan (Rumbia et al., 2023). BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk 

menjalankan fungsi pengawasan, yang menjadi partner kerja pemerintah desa dan 

mempunyai kedudukan sejajar. Salah satu pengawasan yang dilakukan pada penggunaan 

dana desa. Peran pengawasan BPD tersebut memiliki urgensi yang diperlukan. 

Pengawasan bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap tiga permasalahan utama, 
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yaitu penyeimbangan tujuan, kapasitas dalam adaptasi lingkungan dan integrasi 

(koordinasi) (Faysal, 2023). Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dibentuk secara 

demokratis berdasarkan UU tentang Desa dan dan aggotanya adalah wakil dari penduduk 

desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah.  BPD bertanggung jawab untuk 

mengawasi pengelolaan dana desa (Faysal 2023; Zahro et al., 2023). Tidak sejalan dengan 

Rumbia et al. (2023), penelitiannya menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam pengawasan keuangan desa belum optimal, karena kurang 

transparansi anggaran dana desa kepada masyarakat dan dilhat dari indikator pengawasan 

maka pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. 

Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor yang 

mempengaruhi, relatif banyak dilakukan (Riyatna dan Gayatri Gayatri 2021; Safitri et al., 

2023; Sujatnika dan Sulindawati 2022). Safitri et al. (2023) menganalisis Good 

Government Governance yang terdiri dari variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

undang-undang, dan perilaku kepemimpinan kepala desa, berpengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan dana desa. Temuannya menunjukkan bahwa akuntabilitas, undang-undang, 

dan perilaku kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak 

berpengaruh nyata. Zahro et al. (2023) mempelajari efek kualitas sumber daya manusia, 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan partisipasi masyarakat terhadap 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Studi ini menemukan bahwa masyarakat 

desa tidak menganggap transparansi dan akuntabilitas sebagai hal yang sangat penting. 

Sebaliknya, mereka lebih menekankan kerja sama untuk menciptakan transparansi 

dengan melibatkan seluruh warga desa dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencapai 

pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, diperlukan tenaga kerja berkualitas tinggi, 

BPD yang efektif, dan keterlibatan masyarakat dalam pertemuan yang transparan dan 

akuntabel tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.  

Penelitian selanjutnya hasilnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Riyatna & 

Gayatri Gayatri (2021) memiliki perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaannya ditemukan bahwa kepemimpinan kepala desa dan kemampuan perangkat 

desa memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan 

partisipasi masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan. Sujatnika dan Sulindawati 

(2022) menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan (X1), kompetensi perangkat desa 

(X2), dan kepemimpinan kepala desa (X3) serta partisipasi masyarakat (X4) berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Strategisnya 

peran kepala desa, hanya masyarakat desa yang dapat menentukan kelebihan dan 

kekurangan dari kepala desa. Pengawasan masyarakat melalui Fungsi BPD sangat 

penting untuk pengelolaan dana desa. Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan 

penyimpangan dan pemanfaatan anggaran yang tidak tepat sasaran. 

Grand teori penelitian ini terdiri dari tiga teori, yaitu teori keagenan/agensi (Agency 

Theory), teori perilaku (Behavior Theory), dan teori kepemimpinan (Leadership Theory). 

Teori keagenan berkaitan dengan kepala desa yang memiliki kekuasaan untuk 

mempengaruhi perilaku bawahannya (Jensen & Meckling, 2019). Teori kepemimpinan 
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berkaitan dengan akuntabilitas (Vagelos & Galambos, 2012), Teori perilaku berkaitan 

dengan cara kepala desa mengelola desanya, terutama dalam hal pengelolaan dana desa 

dan pengawasan masyarakat (Freestone & Balcı, 2019).  

Novelty dari riset ini dengan mengembangkan variabelnya. Jika sebelumnya 

penelitian terdahulu menggunakan variabel kompetensi ataupun kinerja dari aparatur desa 

sesuai dengan penelitian dari (Putri & Yadiati, 2020) dan juga variabel Kepemimpinan 

kepala desa dan pengawasan masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dari (Nandyasa 

Vania Sarinastiti & Bhilawa, 2023), maka penelitian ini akan lebih spesifik meneliti 

bagian terpenting dari aparatur desa yaitu kepemimpinan kepala desa. Demikian juga 

dengan variabel partisipasi masyarakat dari penelitian terdahulu, maka akan lebih spesifik 

meneliti varibel fungsi pengawasan BPD. 

Dari penjelasan diatas tentang bagaimana kepala desa dalam memimpin suatu desa 

dan pengawasan dari masyarakat melalui Fungsi BPD, terkait akuntabilitas pengelolaan 

dana desa yang belum dijalankan secara baik, sehingga menyebabkan maraknya kasus 

terkait dana desa serta adanya hasil yang tidak sama pada penelitian sebelumnya, peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa dan 

Fungsi Pengawasan BPD Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.  

Bagaimana desa mengelola anggaran yang besar dengan sumber daya yang 

beragam? Selain itu, sebagian besar masyarakat desa tidak terlalu terlibat dalam 

pengelolaan anggaran desa. Beberapa desa berhasil mengelola dana desa untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sementara beberapa desa gagal 

melakukannya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dan 

fungsi pengawasan BPD mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam 

konteks di mana pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan terendah dengan 

sumber daya manusia dan latar belakang yang beragam, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa dan fungsi pengawasan BPD terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

2. Landasan Teori 

2.1 Teori Keagenan/Agensi (Agency Theory). 

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik atau pimpinan 

(principal) dan manajemen (agent). Principals adalah pihak yang memberikan wewenang 

kepada agen untuk melakukan semua tugas atas nama principals sebagai pengambil 

keputusan (Jensen & Meckling, 2019). Hubungan antara agen dan prinsipal untuk 

memenuhi kewajiban demi kepentingan prinsipal. Sebaliknya, agen adalah organisasi 

yang bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan prinsipal (Scott, 2015). Teori 

keagenan berkaitan dengan kepala desa yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi 

perilaku bawahannya. Rakyat sebagai prinsipal adalah pemimpin dalam organisasi sektor 

publik, dan pemerintah, sedangkan kepala desa dan aparat lainnya, adalah agen (Jensen 

& Meckling, 2019). Hubungan antara agen dan prinsipal dijelaskan dengan menggunakan 

teori keagenan dan relevan pada pengelolaan dana desa, 

Kepala desa memiliki tiga peran utama yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator, 

Tjokroamindjojo (2006) dalam Syafitri dan Suriani, (2019). Sebagai motivator, kepala 
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desa memberikan dorongan kepada masyarakat agar terpicu untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan desa. Sebagai mobilisator, kepala desa yang mengarahkan atau 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah aktivitas 

pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Peran sebagai fasilitator, kepala desa 

menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk 

membangun desa (Basri et al., 2021). 

2.2 Teori Perilaku (Behavior Theory)  

Teori perilaku berkaitan dengan cara kepala desa mengelola desanya, terutama dalam hal 

pengelolaan dana desa dan pengawasan masyarakat (Freestone & Balcı, 2019). 

Pemerintah desa pasti berjalan dengan baik jika masyarakat mengawasinya dengan baik. 

Pengawasan (controling) berarti menetapkan apa yang sudah dilaksanakan, artinya adalah 

mengevaluasi prestasi kerja serta dapat mempraktikan tindakan-tindakan korektif 

sehingga cocok dengan apa yang telah direncanakan. (Faysal, 2023).  Masyarakat 

dilibatkan dalam pengawasan agar kegiatan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan 

dana yang sudah ditetapkan karena besarnya jumlah dana desa yang dianggarkan oleh 

pemerintah (Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa 2023). Pengawasan masyarakat 

melalui peran Badan Permusyawaran Desa (BPD) terhadap pengelolaan Dana Desa, 

karena tujuannya untuk melakukan penyelesaian terhadap tiga perkara utama, yaitu 

penyeimbangan tujuan (kerja sama), kapasitas dalam penyesuaian lingkungan dan 

integrasi (koordinasi) (Akbar, 2017). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

bertujuan supaya rotasi dana yang dilakukan pada suatu pemerintah desa dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahan data laporannya (Akbar, 2017). 

2.3 Teori Kepemimpinan (Leadership Theory).  

Teori kepemimpinan berkaitan dengan akuntabilitas (Vagelos & Galambos, 2012). 

Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan 

mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pemimpin dapat mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan 

mengkomunikasikan dan mengoordinasikan bawahan mereka untuk mencapai tujuan 

(Siahaan & Komariah 2022). Kepemimpinan perannya kuat dan kritis untuk 

meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi. 

Pemimpin yang dinamis dan kreatif akan membuat organisasi yang dipimpinnya menjadi 

semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan semakin banyak. 

Sebaliknya, jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis maka organisasi 

yang dipimpinnya akan menjadi vakum. Dengan demikian, kegiatan dan dinamika 

organisasi sangat ditentukan oleh cara pemimpin dalam menggerakkan sumber-sumber 

manajemen yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya (Ayuandani & Muniruddin, 

2022).  

Salah satu model kepemimpinan yang relevan dengan kepemimpinan kepala desa, 

dijelaskan oleh Firmansyah et al., (2022) bahwa terdapat pengaruh positif kepemimpinan 

transformasional dan manajemen pengetahuan terhadap organisasi. Ditemukan juga 

bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan memediasi 

hubungan antara kepemimpinan transformasional dan manajemen pengetahuan terhadap 
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kinerja. Erlina et al., (2023) menggunakan metode Structural Equation Model Partial 

Least Square (SEM-PLS), mengungkapkan peran mediasi perilaku kerja inovatif dalam 

hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan, serta hubungan 

antara efikasi diri dan kinerja karyawan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya 

menumbuhkan perilaku kerja inovatif sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja 

karyawan secara keseluruhan, khususnya dalam konteks kepemimpinan transformasional 

dan efikasi diri di tempat kerja.  

Model kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo dalam Syafitri & Suriani (2019) 

dijelaskan kedalam 3 hal yaitu; motivator, fasilitator dan mobilisator. Motivator 

merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang 

individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut 

menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh 

tanggung jawab. Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam 

memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami 

atau memecahkan masalah bersama – sama. Sedangkan mobilisator ialah orang yang 

mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 

sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.  Dengan demikian, pentingnya 

kepemimpinan kepala desa untuk menumbuhkan perilaku kerja inovatif sebagai sarana 

untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. 

2.4 Akuntabilitas 

Akuntabilitas/tanggungjawab adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Zahro et 

al., 2023). Pemegang amanah, agen, kepala desa, dan aparatnya harus bertanggung jawab 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan 

mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 

pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Kepala desa dan aparaturnya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang diberikan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara berkala (Purba et al., 2023). Mardiasmo (2006) dalam Safitri et al. (2023) 

menjelaskan bahwa transparansi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang tanggung jawab 

pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta 

kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.  

2.5 Kepemimpinan Kepala Desa 

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain 

dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu 

agar dicapai hasil yang diharapkan (Badu & Djafri, 2017). Menurut Elizabeth o'Leary 

(2001), seorang pemimpin adalah orang yang ditunjuk dalam suatu kelompok tim atau 

organisasi, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami 

orang lain, dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain (Ayem dan 



Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol 10 No 2, Desember 2024 

 E-ISSN: 2684-7841 | P-ISSN: 2339-1510 

285 
 

Fitriyaningsih 2022). Sistem kepimpinan sebagai salah satu komponen organisasi yang 

memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi (Supriyadi & Budiarto, 

2012). 

Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa 

dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan masyarakat. (Sujatnika & 

Sulindawati, 2022). Penelitian terdahulu tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh 

Dewi & Gayatri (2019)  menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman membentuk 

kualitas kepemimpinan yang baik. Jika pemimpin pemerintah lebih memahami 

kepentingan masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat, masyarakat akan lebih 

baik dalam melaksanakan dan membantu pemerintah mengelola perangkat daerah (Dewi 

& Gayatri, 2019). Seorang kepala desa selaku pemegang pengelolaan keuangan desa 

sangat penting perannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian 

Pawirosumarto & Sarjana (2017)   menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif teradap kinerja pegawai. Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian 

Mahayani (2017) yaitu tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1:  Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan 

dana desa 

2.6 Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pemerintahan telah mendapatkan alokasi dana desa. Sumber daya manusia, pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan partisipasi masyarakat mempengaruhi 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Zahro et al., 2023). Krisnanti et al. 

(2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan 

memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kualitas sumber daya manusia 

(SDM), pengawasan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), partisipasi masyarakat, dan 

sistem keuangan desa juga mempengardan fungsi pengawasan uhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa (Nurhayati et al., 2021). Efektivitas pengelolaan keuangan desa 

dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan kapasitas perangkat desa (Supriyadi dan 

Budiarto 2012). Dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) 

mempunyai peran penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngariboyo 

Kabupaten Magetan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ayem and Fitriyaningsih (2022); Nafsiah & Diana 

(2020); Nandyasa Vania Sarinastiti & Bhilawa (2023); Riyatna & Gayatri Gayatri 

(2021); Silviyana et al. (2022) membuktikan bahwa kepemimpinan kepala desa 

memiliki pengaruh positif terhadap akuntabiitas pengelolaan dana desa. Azhari et al. 

(2021); Nurhayati et al. (2021); Purba et al. (2023); Purbandari & Saptatiningsih (2020); 

Rumbia et al. (2023); Supriyadi & Budiarto (2012); Zahro et al. (2023) Pengaruh positif 

menunjukkan bahwa Peran dan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) memiliki peran penting terhadap terwujudnya akuntabiitas pengelolaan dana 
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desa. Kompetensi perangkat desa melalui kepemimpinan kepala desa yang memadai, 

partisipasi warga yang tinggi khususnya kualitas pengawasan BPD, dikuatkan dengan 

penerapan teknologi informasi yang baik, dan penerapan sistem pengendalian intern 

yang tepat, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini teruji di 

masa pandemi COVID-19. Pada akhirnya, faktor kepemimpinan dan pengawasan 

masyarakat melalui BPD, mempengaruhi efektivitas dan akuntabiitas pengelolaan dana 

desa pada waktu yang sama atau sepanjang waktu (Ayuandani & Muniruddin, 2022). 

Namun penelitian yang dilakukan Nurhayati et al., (2021); S. Purba et al. (2023) 

menjelaskan bahwa tidak semua faktor seperti kepemimpinan kepala desa dan 

pengawasan BPD secara simultan atau bersama-sama selalu berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

H3: Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD secara simultan mempengaruhi 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

Kerangka Konseptual Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, landasan teori dan pengembangna hipotesis, maka 

dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Adapun kerangka 

konseptual hubungan antar variabel dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Keterangan : 

                        = Pengaruh simultan  

                        = Pengaruh parsial 

3. Metode 

3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data Penelitian  

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan 

variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari 

keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui 

kuesioner, observasi dan wawancara (Sugiyono, 2013). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Penentuan sampel penelitian menggunakan metode non-probabilitas sampling, Metode 

ini tidak menggunakan teknik acak, sehingga pemilihan responden sering kali didasarkan 

pada pertimbangan tertentu, seperti aksesibilitas, ketersediaan, atau karakteristik tertentu. 

Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel di 

mana peneliti memilih individu atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu yang relevan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa (Y) 

Kepemimpinan 

Kepala Desa (X1)                                             

Pelaksanaan 

Fungsi BPD (X2) 

 

H1 

H2 
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dengan tujuan penelitian. Karakteristik sampel adalah orang yang menjabat sebagai 

perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), tokoh masyarakat, maupun 

Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Kriteria ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa 

responden tersebut pernah menerima dan mengetahui informasi tentang kepemimpinan 

kepala desa maupun tugas BPD, sehingga paling tidak menjadi bagian dalam suatu aliran 

informasi. Cara untuk menentukan ukuran sampel, dengan rumus Slovin. 

Unit analisisnya adalah perangkat desa yang memiliki hak serta kewajiban pada 

proses pengelolaan keuangan desa yang terdiri unsur LKD (Lembaga Kemasyarakatan 

Desa) yaitu dari unsur RT, RW, Kader PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna dan 

Linmas. Teknik pengumpulan data dengan survei menggunakan kuesioner, selain juga 

melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun sebaran sampel penelitian 

dalam penelitian ini adalah data populasi yang merupakan sumber sekunder yang telah 

diperoleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh di desa dan di  kecamatan. Data 

Sekunder  tersebut selanjutnya diolah oleh peneliti menggunakan rumus Slovin sehingga 

diperoleh sampel penelitian. 

Tabel 1 

Sebaran Sampel Penelitian 

    

No 
Nama Desa  

Jumlah 

PERADES 

  LKD  

Jumlah 

 RT RW 
Kader 

PKK 

Kader 

POSYANDU 

 

LINMAS 

1 Baleasri 11 1 1 1 1 1 16 

2 Bangsri 12 1 1 1 1 1 17 

3 Balegondo 13 1 1 1 1 1 18 

4 Mojopurno 11 1 1 0 1 1 15 

5 Sumberdukun 11 1 1 1 1 1 16 

6 Selopanggung 11 1 1 1 1 1 16 

7 Pendem  6 1 1 1 1 1 11 

8 Ngariboyo 10 1 1 0 0 0 12 

9 Selotinatah 11 1 1 1 1 1 16 

10 Banjarpanjang  10 1 1 1 1 1 15 

11 Banyudono 11 1 1 1 1 1 16 

12 Banjarejo 14 1 1 0 1 1 18 

 
Jumlah Sampel  

 
 186 

Sumber: Data Sekunder, diolah (2024) 

3.3 Metode Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan 

Model Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Software IBM SPSS 22. Estimasi 

model yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan OLS (Ordinary 

Least Squares) dan evaluasi regresinya meliputi uji statistik dan uji asumsi klasik. Uji 

statistik meliputi kebaikan garis regresi, uji kelayakan model, dan uji signifikansi variabel 

independen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa regresi berganda yaitu 

analisa yang digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat 
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berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan antar 

variabel. 

Data kemudian diolah dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan statistik 

deskriptif melalui bantuan Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Uji validitas 

bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang 

dimaksudkan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah uji validitas konstruksi. 

Validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Sugiyono, 2013). Sedangkan Reliabilitas adalah ukuran konsistensi dan stabilitas 

suatu instrumen dalam menghasilkan data (Nuryadi et al., 2017). 

3.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. Variabel-variabel yang digunakan yaitu untuk variabel dependennya adalah 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo, dan variabel 

independennya yaitu Kepemimpinan Kepala Desa, dan Pelaksanaan Fungsi BPD.  

Selanjutnya sebelum melakukan analisis regresi, penting untuk melakukan uji 

asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik adalah langkah penting dalam analisis regresi 

untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat yang diperlukan (Adi, 2016). Sedangkan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap dependen, data 

dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hal ini senada dengan  (Widodo 

et al., 2023) yang menyatakan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai dari dua atau lebih variabel 

independen. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel secara parsial, 

dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. 

4. Hasil Analisis dan Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan karakteristik responden, diantaranya jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, dan jabatan dalam pemerintah desa. Berdasarkan jenis kelaminnya, 

responden terbagi menjadi jenis kelamin perempuan yang sebanyak 52 orang (28%) dan 

laki-laki sebanyak 134 orang (72%). Sedangkan ditinjau dari pendidikan terakhir 

diperoleh responden dengan pendidikan diploma/S1 sebanyak 37 orang (19,89%), 

pendidikan SMA/SMK sebanyak 121 orang (65,06%), dan pendidikan dasar SD dan 

SMP/MTS sejumlah 28 orang (15,06%). Kemudian dilihat dari jabatanya dalam 

pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yakni: Perangkat Desa 

sejumlah 131 orang (70,43%); RT/RW sejumlah 24 orang (12,90%); Kader PKK 

sebanyak 9 orang (4,184%); Kader Posyandu sebanyak 9 orang (4,184%); Berdasarkan 

status kepegawaian dibedakan menjadi 3 golongan yakni: PNS sebanyak 29 orang 

(51,8%); kontrak sebanyak 22 orang (39,3%); PKK sebanyak 11 orang (5,91%); Linmas 

sebanyak 11 orang (5,91%). 

4.1 Analisis Deskriptif  

Data deskriptif disajikan agar dapat dilihat profil dari data responden penelitian dan 

hubungan yang ada antar variabel yang digunakan. Data deskriptif menggambarkan 
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secara umum keadaan atau kondisi responden sebagai informasi tambahan untuk 

memahami hasil-hasil penelitian. Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik 

responden, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu berdasarkan jabatan dalam 

pemerintahan desa, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Jumlah Responden dalam 

penelitian ini sebanyak 186 orang. Berikut ini data demografi sampel penelitian yang 

dirangkum kedalam tabel. 

Tabel 2 

Data Demografi Sampel Penelitian 

Kategori Jumlah Keterangan 

Jenis Kelamin     

Laki-laki 134 72% 

Perempuan 52 28% 

Tingkat Pendidikan 
  

SD 6 3.23% 

SMP 22 11,83% 

SMA 121 65,05% 

Perguruan Tinggi 37 19,89% 

Jabatan 
  

Perangkat Desa 131 70,43% 

RT/RW 24 12,90% 

Kader PKK 9 4,84% 

Kader Posyandu 11 5,91% 

Linmas 11 5,91% 

Sumber: Data Primer, diolah (2024) 

Hasil analisis deskripsi jawaban responden terhadap Kepemimpinan Kepala Desa 

(X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 87,3387. Ini menunjukkan bahwa responden 

memberikan penilaian tinggi terhadap kepemimpinan kepala desa, yang dapat diartikan 

bahwa perangkat desa dan LKD cenderung merasa puas dengan kemampuan 

kepemimpinan kepala desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (X2) 

memiliki nilai rata- rata sebesar 86,9032. Hal ini menunjukkan bahwa kons perangkat 

desa dan LKD memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), variabel yang 

menjadi fokus penelitian, memiliki nilai rata-rata sebesar 89,1828. Hal ini menunjukkan 

bahwa perangkat desa dan LKD umumnya memberikan penilaian positif terhadap 

kepemimpinan kepala desa dan juga pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Dengan nilai-nilai rata-rata yang tinggi pada setiap variabel, dapat dijelaskan bahwa 

secara keseluruhan, responden cenderung memberikan penilaian yang baik terhadap 

kepemimpnan kepala desa dan fungsi pengawasan BPD. Kepemimpnan kepala desa 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa masih tergolong beragam, meskipun 

kepemimpnan kepala desa dan fungsi pengawasan BPD tergolong cukup baik. 
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4.2 Uji Normalitas  

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai koefisien Varian variabel 

Kepemimpinan Kepala Desa adalah 9,64; variabel peran dan fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) koefisiennya 9,97 dan koefisien varian Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa adalah 11,59.  Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas yaitu datanya berdistribusi normal.  

4.3 Uji Multikolinieritas  

Berdasarkan hasil perhitungan nilai toleransi untuk semua variabel independen adalah 

lebih besar dari 0,1. Nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 menunjukkan bahwa variabel 

independen tersebut tidak terlalu berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Nilai 

VIF untuk semua variabel independen adalah lebih kecil dari 10. Nilai VIF yang lebih 

kecil dari 10 menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak berkorelasi secara 

sempurna dengan variabel independen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa data 

penelitian ini memenuhi asumsi multikolinearitas, yaitu tidak ada multikolinearitas antar 

variabel independen Kepemimpinan Kepala Desa dengan peran dan fungsi pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam model regresi.  

4.4 Uji Heteroskedastisitas  

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi dari uji heteroskedastisitas untuk semua 

variabel independen Kepemimpinan Kepala Desa serta variabel Fungsi BPD lebih besar 

dari 0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada 

bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yaitu bahwa varians dari residual adalah 

sama untuk semua pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini 

memenuhi asumsi heteroskedastisitas, artinya bahwa model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda  

Fungsi regresi linier berganda tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Fungsi 

BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk matematis dari 

nilai-nilai koefisien regresi variabel dependen dan independennya. Nilai koefisien regresi 

dari hasil analisisnya menunjukkan arah kecenderungan pengaruh variabel independen 

terhadap dependennya. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda dan 

koefisien regresi beserta nilai signifikansinya. 

Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,245 5,199   ,47 ,962 

X1 ,472 ,082 ,384 5,749 ,000 

X2 ,549 ,080 ,461 6,891 ,000 

Sumber: Data primer yang diolah, 2024 
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Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh 

kepemimpinan kepala desa dengan Fungsi BPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa di desa se-kecamatan Ngariboyo, sekaligus untuk menjawab perumusan 

masalah pertama dalam penelitian ini. Sebagai variabel independent adalah 

Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD, sedangkan untuk variabel dependent 

adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun nilai-nilai hasil analisis regresi 

dalam perhitungan ini sebagai berikut: 

4.6 Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Pengujian koefisien determinasi regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua 

variabel independen yang di masukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Semakin kecil nilai 𝑅2, maka 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin 

terbatas (Mardiatmoko, 2020). Nilai 𝑅2 berkisar dari 0-1 atau 0% - 100%. Semakin 

mendekati nilai 1 atau 100%, berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil 

perhitungan menggunakan IBM SPSS 22 sebagai alat bantu pengolahan data diperoleh 

nilai koefisien determinasi (𝑅2) 0 ,614 atau 61,4%. Hal ini menunjukan bahwa 

persentase sumbangan variabel independen Kepemimpinan Kepala Desa (X1) dan 

Fungsi BPD (X2) yang dimasukan kedalam model regresi secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar 61,4%; sedangkan 

sisanya sebesar 38,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak terdapat 

atau tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

4.7 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen secara 

individual/partial dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Zahriyah et al., 2021). 

Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD berpengaruh 

signifikan atau tidak terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah melalui 

perhitungan yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yang 

dirumuskan, yaitu dengan melihat signifikansi masing masing variabel bebas dengan 

taraf signifikan = 0,05. Apabila tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 artinya 

secara parsial variabel dependent tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependent. Hasil signifikansi uji t untuk model regresi linier berganda yang 

di teliti dapat di lihat pada Tabel 2 diatas. 

Tabel 2. menjelaskan hasil uji statistik t sebagai berikut yaitu pertama berdasarkan 

hasil perhitungan uji statistik t, variabel Kepemimpinan Kepala Desa memiliki nilai t-

hitung sebesar 5,749 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05). Dengan demikian Ha diterima, artinya kepemimpinan kepala desa berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kedua, variabel 

fungsi BPD memiliki nilai t-hitung sebesar 6,891 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha diterima, artinya Fungsi BPD 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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4.8 Pembahasan 

4.8.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa   

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dari Tabel 4.11 hasil uji parsial (uji-T) 

variabel Kepemimpinan Kepala Desa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan nilai Thitung sebesar 5,749 > Ttabel 1,97280. Hasil ini 

membuktikan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sehingga hipotesis pertama atau H1 dalam 

penelitian ini diterima. 

Berdasarkan data dari kuisioner yang telah diisi oleh perangkat desa dan LKD di 

desa-desa se-kecamatan Ngariboyo, sebagian besar memberikan jawaban positif 

terhadap Kepemimpinan Kepala Desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor 

Kepemimpinan Kepala Desa sebesar 56,774 dengan skor tertinggi 65. Perangkat desa 

dan LKD menganggap bahwa kepala desa saat ini mampu memimpin desa dengan baik 

sesuai dengan teori Tjokroamidjojo dalam Hermawan (2023) bahwa Kepemimpinan 

Kepala Desa sebagai   fasilitator, mobilisator dan motivator, sehingga rata-rata 

akuntabilitas pengelolaan dana desa  juga baik. 

Penelitian ini senada dengan temuan Riyatna & Gayatri Gayatri (2021) yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa memiliki 

pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi 

masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 

di Kecamatan Denpasar Utara.. Kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata 

dalam mewujudkan good goverment dengan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

dana desa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun 

pemerintah. 

Demikian juga hasil penelitian ini didukung oleh Nandyasa Vania Sarinastiti & 

Bhilawa (2023) bahwa kepemimpinan kepala desa menjadi bagian yang utama dalam 

pengelolaan dana desa, namun masih banyak ditemukan adanya penyalahgunaan dana 

desa oleh aparat pemerintah desa terutama kepala desa. Selain itu kurangnya 

pengawasan dari masyarakat menyebabkan maraknya kasus korupsi dana desa di 

lingkungan pemerintahan desa. Budaya patriarkhi menempatkan laki–laki sebagai 

pemegang kekuasaan utama masih dominan di Indonesia, tidak banyak kaum perempuan 

saat ini yang menjadi pemimpin. Sarinastiti & Bhilawa (2023) menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. tetapi maskulinitas tidak memoderasi pengaruh kepemimpinan 

kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan maskulinitas memoderasi 

pengaruh pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Kepemimpinan kepala desa positif pengaruhnya pada berbagai aspek, 

sebagaimana dijelaskan oleh Basri et al., (2021) bahwa kepemimpinan kepala desa 

menjalankan peran Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator  dalam peningkatan IDM 

sudah dilakukan dengan baik, Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peran tersebut 
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kurang berpengaruh terhadap peningkatan status desa. Hal ini dipengaruhi secara 

langsung oleh struktur sosial dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Fluktuasi status desa 

yang terjadi ternyata dipengaruhi oleh jumlah dan porsi alokasi dana sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018, 

2019, dan 2020. Disisi lain, Temuan penelitian Krisnanti et al., (2022) menyatakan 

bahwa Kepemimpinan, kejelasannya target anggaran, dan pengawasan memiliki 

pengaruhnya yang positif signifikan terhadap akuntabilitas mengelola keuangan 

desanya. Mengacu terhadap kesimpulannya yang dipaparkan, kemudian disarankan 

kepada pemerintah desa yang berada di Kecamatan Bebandem Karangasem diharapkan 

secara rutin memberikan pelatihan kepada kepala desa, agar pada saat memimpin 

bawahannya dapat dipimpin dengan baik dan mampu meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Silviyana et al., 2022). 

4.8.2 Pengaruh Fungsi BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh Fungsi BPD terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Tabel 4.11 tentang hasil uji parsial (uji-T) 

variabel Fungsi BPD diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05), dan nilai Thitung sebesar 6,891 > Ttabel 1,97280. Hasil ini membuktikan 

bahwa variabel Fungsi BPD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa, sehingga hipotesis kedua atau H2 dalam penelitian ini diterima. 

Berdasarkan tabulasi data, sebagian besar perangkat desa dan LKD di desa-desa 

se-kecamatan Ngariboyo memberikan jawaban positif terhadap Peran dan Fungsi BPD, 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor Fungsi BPD sebesar 43,45 dengan skor tertinggi 

50. Perangkat desa dan LKD di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo menganggap Peran 

serta Fungsi BPD saat ini mampu memberikan kontribusi sesuai dengan Tugas Pokok 

dan Fungsi BPD yaitu keterwakilan, pengawasan dan fungsi legislatif, sehingga rata-

rata akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa se-kecamatan Ngariboyo juga 

baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayati et al., (2021) yang 

menyatakan bahwa makin baik peran BPD dalam mengawasi pemerintah desa, maka 

potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan juga akan makin kecil. Artinya, makin baik 

pengawasan BPD, maka akan makin akuntabel pula pengelolaan keuangan desa. Sesuai 

juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zahro et al., (2023) dan Umaira & 

Adnan (2019) yang menyatkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

4.8.3 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini tentang Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi 

BPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji 

signifikansi simultan diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 

148,410 > Ftabel 3,04; membuktikan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Desa serta 
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Fungsi BPD secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa, sehingga hipotesis pertama atau H1 dalam penelitian ini diterima. 

Kemudian Tabel 4.9 tentang uji koefisien determinasi diperoleh persentase 

pengaruh variabel independen secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa menunjukkan nilai R Square (R2) sebesar 0,614 atau 61,4%.  Berarti variabel 

Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD mampu menjelaskan pengaruhnya secara 

simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 61,4% dan 38,6% 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti 

kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, motivasi perangkat desa dan lain-lain. 

Analisis uji partial kedua variabel independen, juga menunjukkan bahwa variabel 

Kepemimpinan Kepala Desa serta Fungsi BPD mampu menjelaskan pengaruhnya secara 

simultan dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Koefisien 

regresi kedua variabel ini menunjukkan nilai koefisien regresi positif. 

Purba et al. (2023), sejalan dengan penelitian ini yang menguji pengaruh 

kompetensi aparatur pemerintah desa, partisipasi warga, penerapan teknologi informasi, 

komitmen organisasi, transparansi, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, 

partisipasi warga, penerapan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara 

simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun komitmen 

organisasi dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Kompetensi perangkat desa yang memadai, partisipasi warga yang tinggi, 

penerapan teknologi informasi yang baik, dan penerapan sistem pengendalian intern yang 

tepat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di masa pandemi COVID-

19. Pada akhirnya, faktor kepemimpinan dan pengawasan masyarakat melalui BPD, 

mempengaruhi efektivitas dan akuntabiitas pengelolaan dana desa pada waktu yang sama 

atau sepanjang waktu (Ayuandani & Muniruddin, 2022). Dengan demikian, variabel 

Kepempimpinan Kepala Desa, serta Fungsi BPD berperan dan pengaruhnya positif 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

5. Simpulan Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan Kepala 

Desa dan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat) terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngariboyo. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) secara individual berpengaruh nyata terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini memiliki signifikansi yang 

penting dalam Kepemimpinan Kepala Desa yang secara simultan dengan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh nyata terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa. 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya 

untuk menambah variabel selain yang diteliti jika akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama, dan lokasi penelitiannya juga bisa diperluas menjadi satu 

Kabupaten/Propinsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
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rujukan bagi OPD, khususnya Kecamatan Ngariboyo sebagai dasar pembinaan dan 

memanajemen terhadap pola Kepemimpinan Kepala Desa dan BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain 

itu sebagai dasar untuk mengajukan kepada Bupati agar diadakan diklat khusus bagi 

Kepala Desa dan BPD, sebelum dilantik, agar memahami tugas pokok dan fungsi dari 

Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
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